
 
 

 

 

QANUN ACEH 

NOMOR 6 TAHUN 2014 

TENTANG 

HUKUM JINAYAT  
 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 
 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

GUBERNUR ACEH, 

 

Menimbang  : a. bahwa Al-Qur’an dan Al-Hadist adalah dasar utama agama 
Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah 

menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh; 

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara 
Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka 

(Memorandum of Understanding between The Government of 
Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, Helsinki 15 

Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan 
Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk 

menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, 
berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak 

bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan 
Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang 
demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

c. bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah 
satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, 

dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan 
kepastian hukum; 

d. bahwa berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum 
Jinayat (hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari’at Islam 

yang dilaksanakan di Aceh; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu 
membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat; 

 

Mengingat :  1.  Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B,  dan Pasal 29 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

2. Undang-Undang... 
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2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan 
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa 

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3892); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4633); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH 

dan 

GUBERNUR ACEH 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG HUKUM JINAYAT. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan 
masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi 

kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem 

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.  

2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai 

suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan 
khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan  kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota. 

3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan 

kewenangan masing-masing.   

4. Pemerintahan... 
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4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah 
kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan 
masing-masing.  

5. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut 
Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan 

Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.  

6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih 
melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan 

asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.  

7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat 

DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 
Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.  

8. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah 
kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis 
yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil.  

9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya 

disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui 

pemilihan umum. 

10. Mahkamah adalah Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota, 
Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Mahkamah Agung. 

11. Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota adalah lembaga 
peradilan tingkat pertama. 

12. Mahkamah Syar’iyah Aceh adalah lembaga peradilan tingkat 
banding. 

13. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya 
disebut Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tingkat 
kasasi dan peninjauan kembali. 

14. Hakim adalah hakim pada mahkamah syar’iyah 
kabupaten/kota, mahkamah syar’iyah Aceh dan mahkamah 

agung.  

15. Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang 

Jarimah dan ‘Uqubat. 

16. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam 
yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat Hudud 

dan/atau Ta’zir.  

17. ‘Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim 

terhadap pelaku Jarimah.  

18. Hudud adalah jenis ‘Uqubat yang bentuk dan besarannya 

telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas.    

19. Ta’zir adalah jenis ‘Uqubat yang telah ditentukan dalam 
qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarannya 

dalam batas tertinggi dan/atau terendah.  

 

 

20. Restitusi... 
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20. Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang 

wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau 
pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau 

keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, 
atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. 

21. Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau 
mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau 

lebih. 

22. Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan 
dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 

(dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak 
yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu 

dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak 
langsung. 

23. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau 
tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis 
kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan 

dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada 
perbuatan Zina.  

24. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, 
bersentuh-sentuhan, berpelukan dan  berciuman antara laki-

laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan 
kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.   

25. Mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya 

yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua 
tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang 

telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), 
saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, 

saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan 
perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan).   

26. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih 

dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan 
perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.  

27. Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan 
cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau 

terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun 
perempuan tanpa kerelaan korban.  

28. Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara 

memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain 
dengan kerelaan kedua belah pihak.  

29. Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih 
dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau 

faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual 
dengan kerelaan kedua belah pihak.  

30. Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau 

dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau 
benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj 

atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut 
korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau 

paksaan atau ancaman terhadap korban. 

31. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa 
dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.  

32. Memaksa... 
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32. Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian 

perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk 
menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan 

Jarimah yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa 
menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya. 

33. Membantu melakukan adalah setiap perbuatan atau 
serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang 

untuk memudahkan orang lain melakukan Jarimah.   

34. Menyuruh melakukan adalah setiap perbuatan atau 
serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang 

untuk menggerakkan atau mendorong orang lain  melakukan  
Jarimah.  

35. Mempromosikan adalah memperagakan dan/atau 
menginformasikan cara melakukan Jarimah, dan/atau 

memberitahukan tempat yang dapat digunakan untuk 
melakukan Jarimah dan/atau orang/korporasi yang 
menyediakan tempat untuk melakukan Jarimah dan/atau 

menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah 
melakukan Jarimah, secara lisan atau tulisan, melalui media 

cetak, elektronik dan/atau media lainnya.  

36. Mengulangi adalah melakukan Jarimah yang sama dengan 

Jarimah yang sebelumnya sudah dia lakukan dan sudah 
diputus oleh Mahkamah Syar’iyah kabupaten/kota. 

37. Memproduksi Khamar adalah setiap kegiatan atau proses 

untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, 
mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk 

sesuatu menjadi Khamar.  

38. Setiap Orang adalah orang perseorangan. 

39. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang berbadan hukum 
dan bukan berbadan hukum.  

40. Anak adalah orang yang belum mencapai umur                          

18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.  

 

BAB  II 

ASAS DAN RUANG LINGKUP 

Bagian Kesatu 

Asas 

Pasal 2 

Penyelenggaraan Hukum Jinayat berasaskan: 

a. keislaman; 

b. legalitas;  

c. keadilan dan keseimbangan; 

d. kemaslahatan; 

e. perlindungan hak asasi manusia; dan 

f. pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur).   

 

Bagian Kedua... 

 


